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BAB 1V

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan
Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat
dikemukakan dalam penulisan thesis ini adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30
Tahun 2004, wewenang utama dari notaris adalah untuk membuat akta
otentik. Selain mempunyai kewenangan membuat akta otentik, notaris juga
mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat bleh
pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum.
Pembuatan akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai
berikut :

1. akta itu harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang pejabat
umum;

2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang;

3. pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus
mempunyai kewenangan untuk membuat akta itu.

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik meliputi 4 (empat) hal,

yaitu :

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang

dibuat itu.

Tesis Wewenang dan tanggungjawab notaris ... Yohan Wisaksono, S.H.

59



ADLN - Perpustakaan Unair 60

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk
kepentingan siapa akta itu dibuat.

c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu
dibuat.

d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

b. Notaris sebagai pejabat umum harus bertanggung gugat (liability)

terutama dalam hal pembuatan suatu akta otentik yang mengandung cacat
yuridis disebabkan adanya kesalahan notaris, Terhadap kesalahan tersebut
jika sampai menimbulkan kerugian, notaris bertanggung gugat untuk
memberikan ganti rugi atas kerugian dimaksud, sepanjang perbuatan
notaris tersebut terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum
(onrechtmatige daad) dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Pertanggungjawaban secara pidana dari Notaris, dalam praktik di
pengadilan, Notaris didakwa berdasarkan pasal-pasal yang mengatur
tentang pemalsuan surat, salah satunya yaitu Pasal 263 KUHPidana. Di
dalamnya terdapat unsur-unsur obyektif, yaitu surat yang dipalsukan dan
subyektif, yaitu adanya niat seseorang untuk menggunakan atau menyuruh
orang lain menggunakan surat itu. Dimana kedua hal tersebut harus dapat

dibuktikan dengan ancaman hukumannya paling lama 6 (enam) tahun.

I1V.2. Saran

Tesis

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan thesis ini adalah :
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